
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI PENUKALABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 9 TAHUN 202.S" 

TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (4) 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5400); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1852); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

8 . Pera turan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penu kal Abab 
Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir Nomor 7); 

9 . Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 
Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK SARANG BURUNG WALET. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir. 
2. Bupati adalah Bupati Penukal Ahab Lematang Ilir. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

4 . Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

5 . Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik 
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
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massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 
b idang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

7 . Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
k ontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imba1an 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakrnuran rakyat. 

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan Pajak. 

9 . Wajib Pajak adalah orang pribadi a tau badan meliputi 
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

10. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 
walet. 

11. Burung W alet adalah satwa yang termasuk marga 
collocalia, yaitu collocaliafuchliap haga, collocalia maxina, 
collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 
m elaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan 
daerahnya . 

13. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan 
tertentu. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan u ntuk melaporkan penghitungan dan atau 
pembayaran Pajak, objek Pajak dan atau bukan objek 
Pajak, dan/ a tau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
Daerah. 

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, 
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
Pajak yang masih harus dibayar. 
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1 7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan tarnbahan atas jumlah 
Pajak yang telah ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang 
m enentukan jumlah pokok Pajak sarna besamya dengan 
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit Pajak. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena 
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak 
dan/ a tau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau 
denda. 

21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung 
dan/ atau kekeliruan dalarn penerapan ketentuan tertentu 
dalarn Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
Daerah yang terdapat dalarn SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan a tau 
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

23. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu 
keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. 

24 . Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 
a tas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

25. J urusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan 
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, 
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan 
penyanderaan. 

26. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk menilai kelengkapan pengisian surat 
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersarnakan 
dan larnpiran-lampirannya termasuk penilaian tentang 
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta 
kesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD. 

27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung 
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak 
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 
Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat 
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan peyanderaan, dan menjual 
barang yang telah disita. 
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28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan dan/ a tau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak dan/ atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah. 

29. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, 
dan / a tau kenaikan yang tercantum dalam surat 
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah. 

30. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat 
u ntuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak. 

31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak 
dan biaya penagihan Pajak. 

32. Masa Pajak adalahjangka waktu yang menjadi dasar bagi 
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka 
waktu tertentu. 

33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
kalender. 

BAB II 
OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK 

SARANG BURUNG WALET 

Pasal 2 
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan 

dan/ atau Pengusahaan Sarang Burung Walet. 
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan 
Sarang Burung W alet yang telah dikenakan penerimaan 
negara bukan pajak. 

Pasal 3 
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi 

atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/ a tau 
mengusahakan Sarang Burung W alet. 

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi 
atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/ atau 
mengusahakan Sarang Burung W alet. 

BAB III 
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN 

PAJAK SARANG BURUNG WALET 

Pasal 4 
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai 

jual sarang Burung W alet. 
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(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga 
pasaran um um Sarang Burung W alet yang berlaku di 
Kabupaten dengan volume Sarang Burung Walet. 

(3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 
pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan 
Sarang Burung W alet. 

(4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Bu rung Walet yang 
terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat 
pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang Burung 
Walet. 

Pasal 5 
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% 
(sepu luh persen). 

Pasal 6 
(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak 
Sarang Burung W alet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 . 

(2) Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) ditetapkan 
dengan rumus: 
Nilai Jual Sarang Burung Walet = (Harga Pasaran Umum 
x Volume Produksi) . 

BAB IV 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

PAJAK SARANG BURUNG WALET 

Bagian Kesa tu 
Masa Pajak dan Tahun Pajak 

Pasal 7 
( 1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi 

a tau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif 
atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu 
tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 
bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan mengenai perpajakan daerah. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
m erupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak 
yang terutang u ntuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak. 

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang 
terutang untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ditetapkan untuk 
jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender . 
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(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

Bagian Kedua 
Pendaftaran dan Pendataan Pajak 

Pasal 8 
(1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan 

diri dan/ a tau objek Pajaknya kepada Bupati melalui 
Kepala Bapenda dengan menggunakan Formulir 
Pendaftaran Wajib Pajak. 

(2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri 
dengan: 
a . fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak yang 

yang masih berlaku; 
b . surat izin usaha (apabila ada); 
c. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran 

dikuasakan; dan 
d . fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa 

apabila dikuasakan. 
(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang 
diterbitkan oleh Kepala Bapenda. 

(5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor 
registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 
dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan 
pendaftaran Objek Pajak. 

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk 
orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk 
kependudukan. 

(7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk 
Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat 
( 1) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala 
Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD 
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 
Ka bu paten. 

(9) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan 
Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, 
melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak 
dan/ atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis 
objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan 
daerah. 

(10) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Formulir 
Pendaftaran Wajib Pajak dan Formulir Data Objek Pajak 
tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 9 
(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif, Bupati melalui Kepala Bapenda 
dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan 
NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis 
penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau 
atas dasar permohonan Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, 
nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain 
yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui 
Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan 
diterima secara lengkap. 

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 
(tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. 

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 
registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang 
dipersamakan secara jabatan atau atas dasar 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak: 
a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan 
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa 

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan 
kembali. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 10 
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran 

Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. 
(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem 
pembayaran berbasis elektronik dan/ atau melalui 
pembayaran tunai menggunakan kode bayar. 

(4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau 
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib 
Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
berakhimya masa Pajak. 

(5) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor 
tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, 
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran, untukjangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan 
menggunakan STPD. 
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(6) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Formulir 
SSPD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
Pembukuan 

Pasa1 11 
(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau 

pencatatan secara elektronik dan/ atau non-elektronik, 
dengan keten tuan: 
a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 
wajib menyelenggarakan pembukuan; dan 

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 
peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 
(empat m iliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 
dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau 
pencatatan. 

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan 
dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan 
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan. 

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data 
penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat 
digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang 
terutang. 

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil 
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 
elektronik atau secara program a plikasi online 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan 
selam a 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat 
tingga1 Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat 
kedudukan Wajib Pajak Badan. 

Bagian Kelima 
Pelaporan 

Paragraf 1 
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

Pasal 12 
(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut 

berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib 
mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 
dengan jelas, benar, clan lengkap serta ditanda tangani 
oleh Wajib Pajak. 
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(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda 
setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD 
sebagai bukti pelunasan Pajak .. 

(4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) 
dilakukan setiap Masa Pajak. 

(5) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus 
dibayarkan dan disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan 
dalam SPTPD. 

(6) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati 
melalui Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu 
penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
berakhimya Masa Pajak. 

(7) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Formulir 
SPTPD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 
(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan 

SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan 
Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan 
SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun 
sebelum kedaluwarsa penetapan. 

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan 
SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan 
Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif 
berupa bunga. 

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per 
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 
pokok Pajak yang kurang dibayar. 

Paragraf 2 
Penelitian SPTPD 

Pasal 14 
(1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan Penelitian 

atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak. 
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(2) Penelitian atas SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ a tau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD; 
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan 
c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/ a tau 

administrasi lainnya. 
(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat 
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati 
melalui Kepala Bapenda menerbitkan STPD. 

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak 
terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak 
yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya 
Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
a tau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian 
informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati 
melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan. 

Bagian Keenam 
Pemeriksaan Pajak 

Pasal 15 
(1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan mengenai Pajak. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam hal: 
a . wajib Pajak mengajukan pengembalian atau 

kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; 
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 

menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; atau 

c. wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan 
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. 

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk: 
a . pemberian NPWPD secara jabatan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; 

dan/atau 
e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 
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(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau 
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan 
Pemeriksaan. 

(5) Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa, meliputi: 
a . memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan objek 
Pajak yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 
atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan 
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/ atau 

c . memberikan keterangan yang diperlukan. 
(6) Hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit, meliputi: 

a. meminta identitas dan bukti penugasan 
Pemeriksaan kepada pemeriksa; 

b. meminta kepada pemeriksa u ntuk memberikan 
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 
dan 

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta 
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil 
Pemeriksaan. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besamya Pajak 
terutang ditetapkan secara jabatan. 

(8) Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan Perundang-undangan yang terkait 
dengan Pemeriksaan. 

Bagian Ketujuh 
Surat Ketetapan Pajak 

Pasal 16 
(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat 
menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN 
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam 
hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar 
berdasarkan: 
a. hasil Pemeriksaan; atau 
b. penghitungan secara jabatan karena: 

1. wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam 
jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara 
tertulis namun tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran; atau 

2 . wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 
pembukuan atau pencatatan secara elektronik 
dan/atau non-elektronik atau kewajiban Wajib 
Pajak dalam pelaksanaan Pemeriksaan. 
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(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/ a tau 
data yang semula belum terungkap dan menyebabkan 
penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan 
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT. 

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besamya 
denganjumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit Pajak. 

Pasal 17 
Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2) huruf a terdapat kelebihan pembayaran Pajak, 
Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB. 

Pasal 18 
(1) J umlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat 
terutangnya Pajak atau berakhimya masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak, a tau Tahun Pajak sampai dengan 
diterbitkannya SKPDKB, untukjangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) J umlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) hu ruf b dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua 
koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak 
a tau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, 
u ntuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan 
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar. 

(3) J umlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan 
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang 
terutang dalam SKPDKBT. 

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Formulir 
SKPDKB, SKPKBT, SKPDN dan SKPDLB tercantum dalam 
Lampiran V sampru dengan Lampiran VIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati in i. 
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Bagian Kedelapan 
Surat Tagihan Pajak 

Pasal 19 
(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat 
menerbitkan STPD. 

(2) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD 
u ntuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal: 
a . pajak terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah 
hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh 
Wajib Pajak; 

c. SKPDKB, SKPDKBT, Sura t Keputusan Pembetulan, 
Sura t Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran; atau 

d. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga dan/ a tau denda. 

(3) J umlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak 
yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per 
bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak 
serta bagian dari bu lan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(4) J umlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa 
bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak 
yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal 
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5) Ketentuan mengenai susunan dan bentuk Formulir 
STPD tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesembilan 
Penagihan Pajak 

Pasal 20 
(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan 
dasar Penagihan Pajak. 

(2) Atas dasar Penagihan Paja k sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau 
pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 
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(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh 
tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan 
Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan mengenai perpajakan. 

(4) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati 
berwenang menunjuk Kepala Ba penda untuk 
melaksanakan Penagihan. 

(5) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berwenang: 
a . mengangkat dan memberhentikan J urusita Pajak; 

dan 
b. menerbitkan: 

1. surat Teguran; 
2. surat perintah penagihan seketika dan 

sekaligus; 
3 . surat Paksa; 
4 . surat perintah melaksanakan penyitaan; 
5 . surat perintah penyanderaan; 
6 . surat pencabutan sita; 
7 . pengumuman lelang; 
8. surat penentuan harga limit; 
9 . pembatalan lelang; dan 
10. surat lain yang diperlukan u ntuk pelaksanaan 

Penagihan Pajak. 
(6) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 2 1 
( 1) Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan 

Surat Teguran. 
(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh 
Penanggung Pajak. 

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi 
Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan 
Surat Paksa. 

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, 
atas Utang Pajak yang diangsur a tau ditunda 
pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran. 

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan 
setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa 
tanpa didahului Surat Teguran. 

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak 
kepada Penanggung Pajak. 

(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang 
Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali 
dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat 
perintah melaksanakan penyitaan. 
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(8) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak 
tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan 
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat yang 
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang 
melalui kantor lelang terhadap barang yang disita. 

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat 
setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak pengumuman lelang. 

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9), dilaksanakan paling cepat setelah lewatjangka waktu 
14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan 
penyitaan. 

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk 
membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk 
membayar Utang Pajak yang belum dibayar. 

Pasal 22 
{ 1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan 

Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan 
Seketika dan Sekaligus apabila: 
a . penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia 

untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; 
b. penanggung Pajak memindahtangankan barang 

yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka 
menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya 
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 

c . terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak 
akan membubarkan Badan usahanya, 
menggabungkan usahanya, atau memekarkan 
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan 
yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan 
perubahan bentuk lainnya; 

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak 

oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda 
kepailitan. 

(2) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, 
terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan 
itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang 
Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan 
pencegahan dan/ atau penyanderaan. 

(3) Pencegahan dan/ atau penyanderaan terhadap 
Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang 
Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak. 

(4) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 23 
(1) Dalam hal tindakan Penagihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat ( 1) sudah dilaksanakan namun tidak 
diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Bapenda dapat 
melakukan u paya Penagihan lain. 
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(2) Upaya Penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) antara lain: 
a. pemanggilan Wajib Pajak; dan/atau 
b . pengusulan pencabutan perizinan dan non perizinan 

usaha/kegiatan kepada penerbit dokumen perizinan 
dan non perizinan. 

(3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak 
yang dilakukan sebelum atau setelah teguran 
d isampaikan. 

(4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala Bapenda dengan 
didampingi instansi lain yang bekerja sama dengan 
Pemerintah Kabupaten apabila diperlukan. 

(5) Upaya Penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah 
teguran ketiga diterima oleh Wajib Pajak. 

( 6 ) Penagihan dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan Perundang-undangan yang terkait 
dengan Pen agihan Pajak. 

Bagian Kesepuluh 
Kedaluwarsa Penagihan Pajak 

Pasal 24 
(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tertangguh apabila: 
a . diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; 

atau 
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam ha l diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat 

Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , 
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa. 

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak 
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 
Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Kabupaten. 

(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberata n 
oleh Wajib Pajak. 

(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib 
Paja k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
kedalu warsa Penagiha n dihitung sejak tanggal 
pengakuan tersebut. 
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Bagian Kesebelas 
Penghapusan Piutang Pajak 

Pasal 25 
(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk 

menentukan prioritas Penagihan Pajak. 
(2) Bupati melalui Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita 

Pajak untuk melakukan Penagihan. 
(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa 
dapat dihapuskan. 

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan mempertimbangkan: 
a . pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (6) sampai dengan batas waktu 
kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1); dan 

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal 
Kabupaten. 

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan. 

(7) Penghapusan Piutang Pajak dilaksanakan dengan 
berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang 
terkait dengan Penghapusan Piutang Pajak. 

Bagian Kedua Belas 
Keberatan 

Pasal 26 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati 

melalui Kepala Bapenda terhadap SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan 
oleh pihak ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah 
Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan 
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang 
jelas. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 
atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau 
Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi: 
a . bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
d. wabah penyakit; dan/ atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 
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(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan 
oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah 
disetujui Wajib Pajak. 

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan. 

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman 
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda 
penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati 
melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi 
tanda bukti penerimaan surat keberatan. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka 
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar 
pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai 
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan. 

(9) J umlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). 

Pasal 27 
(1) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan 

atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat 
melakukan Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat 
keberatan diterima. 

(4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas keberatan 
dapat berupa: 
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang 

berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak 
yang terutang menurut Wajib Pajak; 

b . menerima sebagian dalam hal Pajak terutang 
berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan 
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; 

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan 
hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang 
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan 
keberatan oleh Wajib Pajak; atau 

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang 
dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 
penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang 
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan 
keberatan oleh Wajib Pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberi 
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap diterima. 
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Pasal 28 
(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan 

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari 
Pajak yang lebih dibayar untukjangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
a dministratif berupa denda sebesar 30% (tiga. puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 

Bagian Ketiga Belas 
Banding 

Pasal 29 
( 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding 

hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat 
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati 
melalui Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat 
Keputusan Keberatan. 

(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan 
dengan disertai alasan yang jelas. 

(3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai 
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 
Banding. 

(4) Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 30 
(1) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian 

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari 
Pajak yang lebih dibayar untukjangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampa1 dengan 
diterbitkannya Putusan Banding. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
Banding, sanksi administratifberupa denda sebesar 30% 
(tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 ayat (3) tidak dikenakan. 
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(4) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 
berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari 
jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi 
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 
keberatan. 

Bagian Keempat Belas 
Gugatan 

Pasal 31 
(1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: 

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah 
melaksanakan penyitaan, atau pengumuman 
lelang; 

b . keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan 
Pajak; 

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan 
dalam Pasal 26 ayat ( 1) dan Pasal 27; dan 

d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat 
Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya 
tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang 
telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak. 
(2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuru dengan 

ketentuan Perundang-undangan. 

BABV 
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF 

SERTA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal32 
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 

Bupati atau Kepala Bapenda dapat: 
a . mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang­
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 
atau bukan karena kesalahannya; 

b . membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, 
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis, dan/ a tau kesalahan hi tung 
dan/ a tau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
daerah; 

c. membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan/ atau 
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d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan 
Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan. 

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 1 (satu) 
bulan kalender sejak ketetapan Pajak terutang 
diterbitkan. 

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui suatu keputusan yang penetapannya 
dilakukan oleh : 
a. Bupati melalui Kepala Bapenda dengan nilai pajak 

terutang paling banyak RpS0.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah); dan 

b. Bupati dengan nilai pajak terutang lebih dari 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) . 

Bagian Kedua 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif 

Pasal 33 
( 1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif diajukan atas sanksi administratif yang 
tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. 

(2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak tidak sadar 
a tau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk 
menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak 
dikenakan sanksi administratifberupa bunga, denda, dan 
kenaikan pajak yang terutang. 

(3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi 
mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan 
daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan 
tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter rumah sakit. 

(4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi 
memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga 
sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau 
membayar kewajiban perpajakannya. 

(5) Kondisi tertecytu sulit untuk menentukan pilihan dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai 
berikut: 
a . wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat 

musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana 
alam atau sakit mengharuskan rawat inap di rumah 
sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban 
perpajakan, dibuktikan dengan surat pernyataan 
dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit; 
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b. wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan 
kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi 
kewajiban rutin, dibuktikan dengan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/ atau 
laporan keuangan yang telah diau dit oleh akuntan 
publik; acau 

c. wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan 
keuangan sehingga tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari, dibuktikan dengan 
surat keterangan tidak mampu dari kepala 
desa/lurah setempat. 

(6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan 
penghapusan sanksi administratif. 

(7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dapat 
diberikan pengurangan sanksi administratif paling 
banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) . 

Pasal 34 
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 

(1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda 
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
mengemukakan alasan yang jelas. 

(2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dilengkapi dengan: 
a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak; 
b . surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak 

apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak; 
c . STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang diajukan 

permohonan; dan 
d . dokumen pendukung alasan permohonan. 

(3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh 
Wajib Pajak Badan dilengkapi dengan: 
a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk 

Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan perubahan; 
b . fotokopi NPWP Badan; 
c . fotokopi kartu identitas pemohon; 
d . surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib 

Pajak; 
e. STPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang diajukan 

permohonan; dan 
f. dokumen pendukung alasan permohonan. 

(4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif tidak dapat diajukan terhadap sanksi 
administratif yang dikenakan atas sura t keputusan 
angsuran dan/atau penundaan pembayaran. 

(5) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif hanya dapat diajukan dalam hal ketetapan 
a tau tagihan Pajak Daerah tersebut: 
a . tidak diajukan keberatan; 
b . diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; 
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c . tidak diajukan permohonan pembetulan atau 
pembatalan ketetapan; dan/ atau 

d. diajukan permohonan pembetulan a tau pembatalan 
ketetapan, tetapi permohonan ditolak. 

(6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat 
diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan 
dimaksud sampai dengan waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). 

Pasal 35 
Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 tidak dianggap sebagai permohonan 
sehingga tidak dapa t dipertimbangkan. 

Pasal 36 
( 1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), Bupati 
melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap 
berkas permohonan yang diajukan. 

(2) Dalam melaksanakan Penelitian, Kepala Bapenda dapat 
menugaskan tim untuk melaksanakan penmJauan 
lapangan ke lokasi kegiatan dan/ atau meminta dokumen 
penunjang selain yang dipersyaratkan. 

(3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan u ntuk menerima atau menolak permohonan. 

Pasal 37 
(1 ) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan 
sejak tanggal surat permohonan diterima. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, 
permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima. 

Bagian Ketiga 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

Pasal 38 
(1 ) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 

(1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat 
ketidakbenaran atas: 
a . kondisi objek pajak; 
b. kesalahan hitung/ tulis yang tidak sesuai dengan 

keten tuan Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 

(1) huruf c dapat dilaku kan apa bila: 
a. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD 

yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan karena 
buka n merupakan objek pajak atau terdapat objek 
ganda ; dan / a tau 

b. ketetapan yang diterbitkan tidak 
sesuai/bertentangan dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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Pasal 39 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dan huruf c 
yang diajukan kepada Kepala Bapenda secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan 
yangjelas. 

(2) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau 
pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi dilengkapi dengan: 
a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak apabila diajukan 

perorangan; 
b. fotokopi kartu identitas Wakil atau Kuasa Wajib 

Pajak apabila diajukan oleh Wakil atau Kuasa Wajib 
Pajak; 

c. surat kuasa a pabila diajukan oleh Kuasa Wajib 
Pajak; 

d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD 
yang diajukan permohonan; dan 

e. dokumen pendukung alasan permohonan. 
(3) Untuk mendukung permohonan pembetulan a tau 

pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
Badan dilengkapi dengan: 
a . dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk 

Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan perubahan; 
b. fotokopi NPWP Badan; 
c . fotokopi kartu identitas pemohon; 
d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib 

Pajak; 
e. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB yang diajukan permohonan; dan 
f. dokumen pendukung alasan permohonan. 

(4) Permohonan yang tidak memenuhi per syaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wajib 
Pajak dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi 
persyaratan dimaksud selama 1 (satu) bulan sejak 
diterimanya surat permohonan. 

Pasal 40 
Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 tidak dianggap sebagai permohonan 
sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

Pasal 41 
(1 ) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39, Bupati melalui Kepala Bapenda 
menindaklanjuti permohonan terse but dengan 
melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal pembetulan dan pembatalan secara jabatan, 
Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian 
terhadap data dan/ atau informasi yang diperoleh atau 
dimiliki oleh Bapenda. 

(3) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat menunjuk tim 
untuk membantu pelaksanaan Penelitian. 
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(4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat: 
a . meminta data, informasi, dan/ a tau keterangan yang 

diperlukan; dan/ atau 
b. menugaskan tim untuk melakukan peninjauan 

lapangan. 
(5) Hasil Penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk menerima atau menolak permohonan. 

Pasal 42 
( 1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
(1), Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 ayat (SJ harus ditetapkan dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
permohonan pembetulan diterima. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
{ 1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, 
permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima. 

(3) Surat Kepurusan Pembetulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1} berisi keputusan berupa: 
a . mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan 

membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat 
berupa menambahkan, mengurangkan, atau 
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun 
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan 
kenaikan Pajak; 

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil 
Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan 
tata cara yang ditentukan; dan 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

Bagian Keempat 
Kemudahan Perpajakan 

Pasal 43 
( 1) Bupati dapat memberikan kemudahan berupa: 

a . perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak; dan 

b . pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. 

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan 
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 
kewajiban Pajak pada waktunya. 

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 
diberikan oleh Bupati secara jabatan atau berdasarkan 
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam 
Keputusan Bupati. 
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(4) Pernberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pernbayaran Pajak terutang atau Utang Pajak 
se bagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan 
dalarn hal Wajib Pajak rnengalarni kesulitan likuiditas 
atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak 
tidak rnarnpu mernenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada 
waktunya. 

(5) Pernberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pernbayaran Pajak terutang atau Utang Pajak 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) dapat diberikan 
Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang 
ditetapkan dalarn Keputusan Bupati. 

(6) Keadaan kahar sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dan 
ayat (4) rneliputi: 
a. bencana alarn; 
b. kebakaran 
c . kerusuhan rnassal atau huru-hara; 
d. wabah penyakit; dan/ atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertirnbangan Bupati. 

(7) Keadaan kahar sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dan 
ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang 
ditandatangani Wajib Pajak dan disetujui Carnat atau 
dokurnen resrni lain yang rnenyatakan terjadinya keadaan 
kahar sehingga Wajib Pajak tidak rnernpunyai 
kernarnpuan untuk rnelaksanakan kewajibannya secara 
tepat waktu. 

(8) Kesulitan likuiditas sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) 
meliputi: 
a. wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak 

rnenyelenggarkan pembukuan mengalarni kesulitan 
keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
dibuktikan dengan surat keterangan tidak rnarnpu 
dari Kepala Desa/Lurah; dan 

b. wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang 
menyelenggarakan pembukuan mengalarni kerugian 
dan kesulitan likuiditas untuk dapat memenuhi 
kewajiban utang lancar pada tahun berkenaan 
dibuktikan dengan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap dan/ atau laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. 

Pasal 44 
(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 ayat (5) diajukan secara tertulis dalarn bahasa 
Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak terutang, 
jangka waktu penundaan atau masa angsuran, dan 
alasan yang jelas disertai dengan dokumen pendukung 
alasan tersebut. 

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 43 ayat (5) tidak dapat diajukan terhadap pajak 
terutang yang terbit akibat dari pemberian fasilitas 
angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang. 

(3) Permohonan yang tidak rnemenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat 
dipertimbangkan. 
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Pasal 45 
Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 
Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) 
memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran 
Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 

Pasal 46 
( 1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (5), Kepala 
Ba penda melakukan Penelitian terhadap berkas 
permohonan yang diajukan. 

(2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda dapat 
menugaskan tim untuk melaksanakan penmJauan 
lapangan ke lokasi kegia tan dan/ a tau meminta dokumen 
penunjang selain yang dipersyaratkan. 

(3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan untuk menerima atau menolak permohonan. 

Pasal 47 
(1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) 
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggal surat permohonan Wajib Pajak 
diterima lengkap. 

(2) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), dapat 
berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ a tau masa 

angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan 
permohonan Wajib Pajak; 

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak 
dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan 
yang dimohonkan Wajib Pajak; atau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
(3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau 

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b paling lama diberikan untukjangka waktu 12 
(dua belas) bulan. 

(4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 
0 ,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak 
yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling 
lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

Bagian Kelima 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Pasal 48 
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat 

m engajukan permohonan pengembalian kepada Bupati 
melalui Kepala Bapenda. 
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(2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan 
keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda 
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan 
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, 
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu Utang Pajak lainnya. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(6) J ika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui 
Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 
0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 
Pajak. 

BAB VI 
PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN 

Pasal 49 
( 1) Bapenda dapat menerima pengaduan, saran, dan 

masukan atas pelayanan Pajak Sarang Burung Walet dari 
masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

(2) Pengaduan, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) disampaikan melalui: 
a. kotak saran/kotak pengaduan; dan 
b. media teknologi informasi dan komunikasi. 

BAB VII 
SOSIALISASI DAN EDUKASI 

Pasal 50 
(1) Bapenda dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat dan Wajib Pajak. 
(2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dapat berupa: 
a. penyuluhan; 
b . seminar; atau 
c. sosialisasi penyebaran informasi melalui media 

elektronik maupun media cetak. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

Ditetapkan di Talang Ubi 
pada tanggal F1 -'A)14c.tn· 1,01.,r 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERi AMALINDO 

Diundangkan di Talang Ubi 
pada tanggal r=r Jat1\.fAri' u,u-

SEKRETARI S DAERAH 
KABl.J.eA~ PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

KARTIKA YANTI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN WU 

NOMOR 9 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN 
PENUKALABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 9 TAHUN yn.r 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
SARANG BURUNG WALET 

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

PEIIERll'fTAB KABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATA.NO [LIR 
BADA.N PENDAPATA.N DAERAB 

FORMULIR PENDAFTARAN 

WA.JIB PAJAK DA.ERAH 

TAHlTN 20 ..... 

~ unulu 

I I I I I I 

DATA WA.JIB PAJAK 
J E~I<; W \.IIH l' \.I.\K D W P PRIU'\OI D \\'J> (H DA:'\ 

I. ._ u:,., W,t .·., !'.,ink 
.! ',f'WP li. ,h , 

' \:.uu tl 

l>lhUn .l.llnn 
f.."T RW 
[)., .. h r~:.Jr:,h ,n 
hr, .,m.u.,n 
K.11 . .r.-. .. ilrn K 1.1 

K,-t,· Po, . 
',, a., : Trlt-1·-. n HP 
f. :n.•11 

4 :>;IB Surat lc.n ., ·'"" 1>1m1hk 1 "I .u,.d11L, nd.., 

Jr111 J.un Xo Tl,'I 

~ 

' nl 
f''l k 

□ ' 
.,k ~1BU3 0 Pa k Rrkl me O P,IJ tk ,\:r Tannh 

D o n P KB 0 OpsMl 13U.'-KB O P,11 1k S ::uun Durum: W.1!r1 

D I B,JT M i.lun.111 / Mmurn.m D l'BJT Jasa r.,rl-.ir D PB.IT T('tl.t, , l.islnk 

0 111.ITJ, Kr rn:; n / 1 hbur.,n 0 Pll.JT J. sa ~ho•r-! n 

KETERANGAN PEIIILIK ATAU PENGELOLA 
"-1n •. , Prm1hk Prn.., ..... ,,U1 

.! l.,h,1.,n 
l "IK 
4. !'iP\\I ' Pnt,..,h .. \i.,m ,1 Trm:i.,· Tm •• ,I 

I•~ .. " .1n l 11 ,:i 

RT RW 
[ K.-;umh;m . 
KN .1m.u:1n 
K.,,?, J 1.,trn/ K1,t.l 

K,,1,- r" 
Xr :lh 1r TC'lf'"04 n IIP 
F. :n. ,ii : 

T.i.l.m. L,l,1 ....... .. . . . ..•••. .!O . 

w.,. r.,,.,k / J'(-n rl !. / Ku. 

( ) 

II 1011 d ,t.-, lwn,/ Ml !T.1L 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERI AMALIN DO 
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LAMPIRAN II 
PERATURANBUPATI KABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 9 TAHUN 1,tJtr 

TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
SARANG BURUNG WALET 

DATA OBJEK PAJAK 

BAO.AN PEHDAPATAN DAER.AH 

PEMERtNTAH KABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

A NAMA OBJ EK PAJAK 

B AL.AMAT 08.lEK P~ 

C NAMA WI.JIB PAJAK 

0 Al.AMAT \'VAJIB PAJAK 

Oesa,'Kolu,ahan 

Ke,c.;u,,atan 

STATUSHAKTANAH&LUASBANGUNAN 

A Status Hak Tanall 

B Luas Tanah 

C Luas Ba,gunan 

JUMLAH SARA.NG BU RUNG WA.LET 

JUMLAH PROOUKSI 

Trr ... u\¥11 

Tr,wu\anll 

TrM\J1an Ill 

Trrwut.io IV 

JU'.'LAH OMSET 

Tn,.uta, I 

Trr..,utan II 

Trr,.ulan Ill 

Tr1Y<u di\ IV 

JU'-' LAH TENAGA KERJA 

Pe1ugas 

NIP ___ _ 

DATA OBJEK PAJAK 
SARANG BURUNG WALET 

M ~ Seno,n I SeMI Kontrak llaimya' ) 

,_,,. 

M· 

Sarang 

,<g 

Kg 

Kg 

,<g 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

TalangUbr • • . 20 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERI AMALINDO 
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LAMPIRAN III 
PERATURANBUPATIKABUPATEN 
PENUKALABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 9 TAHUN V,r 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
SARANG BURUNG WALET 

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SSPD 

~ PEMERIIITAH KABUPATEfl SSPD 
!ii, I PEflUKAL ABAB LEMATAflG ILIR (SURAT SETORAfl PAJAK 0AERAH) 

BAOAII PEfl0APATAfl 0AERAH TArlUt, 
l -

~ JI Merdeka KM 10 Kel Handayan, Kee Talang Ubl Nomor 
PAd. SUMATERA SELATAN 31~11 Tanggal 

Nama 

Alamot 

Nama Usana 

Alamat Usaha 

NPWP0 

t.•enyetor Berd3sarkan 

Ill.Ma Pa;aJ. Tahun : 

Cora Pembapran LJTun31 LJ Boni. 

Bank Per.enma Setoran No Rek 

TIpe dan Jen,s Poiai. 

Kode Boyar 

Keteranga'> 

0engon nnc,an penenmaan seb39aI benkUl 

flo. Kode Rekening Jen,s Pa1ak f11 la1 (Rp.) 

Sanks, 

0enda 

JUO'l13h 

Terb1tan9 . (KETERANGAN) 

PALI. ~ 

S.nd~h.ar,1 P•f'l4'1"".ffl.3.Jl't BAM, SUMSELBABEL P~tug2s Pf-"t"'U"'Qt.l F•n...-=r 

NP ,.. p 

SSP0 int ber13}.u seteloh d1la'l'!Plfl dengan bukb pembayaran Pemb3yaran dop3t d t3kul,an melalu1 BANK SUMSELBABEL 

Y3"9 ~ dan Bank terdei.at 

" 'I Temoo (T41rigoal) Sanu1 1'11, per IIUlan makslmal, 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERI AMALINDO 
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LAMPIRAN IV 
PERATURANBUPATIKABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 9 TAHUN '2.otr 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
SARANG BURUNG WALET 

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SPTPD 

PEMERINTAH KABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

SPTPD 
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK OAERAH) 

PAJAK SARANG BURUNG WALET 
Tahun Pajak . 20 ..• 

Kepada Ylh 

omorSPTPD 

Kepata Sadan Pendapatan Oactah 

NPWPO 
No Tep 

Pcmenntah ~ten Penu abab tcmat.ing ., 

a, PALI 

PERHATIAN 
1 Harilp di,:; dalam rang puu.J (2)d :VI-,; dengan horuf CET.AX 
2 Beu nomo< pada kola y-ang lersed,a untuk Jawaban yang dobenk.an 
3 Fom u antd.lenma oleh potogas scle ahd Lllndala ,gar o.enwa, b Pa1a 

A NAMA OBJE.l< PAJAK 
B ALAMAT OBJEK PAJAK 

C NAMAWAJ BPAJAK 
0 ALAMAT \',AJIB PAJAK 

Dcsa. Kelur ahcln 
KecamalM't 
Telepon -

Oesa. Kelurahan 
Kecamat.ln 
Tolepon 

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK 

a Pombayaran Pomal-.l an Rp. 

b Pemba~aran la -'an Rp 

c Casar Pengenaan Paw, OPP) Rp 
d Pembayaran Teru:ang 11. 00 x OPP) Rp 
e PaJaA Kurang atau Lebill Ba1ar Rp 
I San~sr Adm lllSltaSJ Telat Lapor (0%) Rp 

g JumW\ Pa ~~ (111>;,yar 

h Data Pendu•ung 
al Surat Sct.o,an Paja~ Dae<ah ISSPO) 

bl Re..ap,tu!Zi1 Per'f\lalan / OmLet 
c) RokapliJla~, Penggunaan Bill / Bonbill 

Rp 

C. PERHYATAAN 

2 TICla Ada 

2 lda Ada 
2 TrdakAda 

Dem,loan lo,mul" n, ausc d<mgao seocinar-benarn)a dan p.obo a ada ke\Jdai,,.bonaran d.l ,a,n me ~ui-an k,.,.d_iban peng,s,an 
SPTPO ,n1 saya borsed,a dbori...an sankSt sesuar Pcraturan Oae•ah yang berla,,u 

O,ter,ma Tanggal 
ama Petuga!> 
IP 

Tandalangan 

T alang Ubr 20 
WapbPa1ak 

D. DASI OLEH PETUGAS PENDATA 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERi AMALINDO 
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LAMPIRAN V 
PERATURANBUPATI KABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 9 TAHUN iou­

TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
SARANG BURUNG WALET 

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SKPDKB 

J. M 

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LfMATANG IUR 
SADAN PENDAPATAN DAERAH 

,<m 10 Kel Ha~,-an v • "!C 1_,., Ub ).abupilten ~_ • ..-,, A!la!> le:n&t"Q lk 

SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH KURANG BAYAR 

Tangg.J!Pcnertiotan : 
Tanggal l.Xwh Tcrn;,o : 

Nama Wa,r, l'aJa r.PWPO 

NOPO 

I Berdasa<Mn pasal 73 Peraturan Pemcrtntah Nomor 35 Tahun 2023 telah dil.l-"-u"'1n pemmksa.ln at.1u ctcraogan lain atas 

P(?lal.5.J'W<JO , h.>)b.Jn 

No Jen< Pa.ia,. 

Rp 

11 
Dar, per,,c!;t1an dan/a~u pc.'ffllYllc.sa CNta,. pemwngan JlaT'lilh yang masih haru5 dibayar .adal.lh set>agal bcri,.U: : 

I Paji)• ~ang Ilda~ at.tu ~utang dlbayar 
2 Sa'1 ,;, AdmalistraSI 

ii &lngiJ PilSill 77 ~ac ( I ) bcnl.lsar1<an Nt!II 
peme,il<Saan 

b. Bunga Pasal 77 ayat (2) bcrdasarun has• 
~ngan secara ),lba!MI ,.;Jl'fflil t•d.l• 
me ul<iln p..'laporan SPTPO 

c Bunga Pasal 77 ayac ( 2) bcrd.lsarun has~ 
pcm.:--.. ngan s«ra JabJtln '-ilnnl Ilda 

wean lll.'WaJoban pencatatanl 
pcmbukuan 

d &.lnga Pasal 77 iJVX (2) bcrdasar.an ll.JSI 
~ngan s«ara Jab.ltan -.arena Ilda 
memberll.an ~ lcterangan, dan 
,i: •;;empat.1n m,em.asu tempat 
dalam rang"-a pcmenksaan 

• keNl<an Pasa 77 a,-at (2) un:ul. ,mas 
pap BPHTB PBJT, PaJ,1, Vor,C?ral Bu.an 
Logam dan Batuan, dan Paj<l Satang 
&ruog\'/a11,: 

f I\CNl..an r-1 77 a1at (2) wm,, )'.'!'I;• 

pap P88 P2, PaJ<l Re.Jame, PaJ,lk Iv 
Tanah, ()psj!r,Pi<.8 dan()pso,881, ~ 

9 Jlffll.lh Sa,: 51 Admntwasi 

3 .unlah ra..g ,,,..h harus ditlayar (I • 2) 

Dcngan <Uf 

P£RHAT1AN : 

Re 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

R 

H.Yap pc,,;- !l)(an o, iJkar1 dcngan menggunao;an Su-ac Sctoran Paia Oaerah (SSPO) 

Tcmpx, Tanggal &::an Tahun 

labaQr, ~ng.m 

t,:,rna ... >'"1 ~.r:--lrt 
NIP (MP labatan ~) 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERIAMALINDO 
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LAMPIRANVI 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 9 TAHUN 1.oir 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
SARANG BURUNG WALET 

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SKPDKBT 

-
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG IUR 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
JI. Merdeka Km. 10 Kel. Handayanr "1u oa Kee Talang Ube Kabupaten Penukal Abab Lematang lbr 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 

Nomor : Tanggal Penerb<tan . 

Masa Paiak/Tahoo Pajak T~ .lallll T~ • 

Nama Wai,b PaJa NPWPD : 
Alamat : NO'() : 
Nama Usaha : 
Alamat Usaha : 
Keterangan : 

I. Berdasarkan pasal 73 PerabJran Pemenntah omor 3S Tahun 2023 telah di akukan pemenksaan at.au keterangan lain 
atas pelaksanaan kewaJlban 

Reken,ng PaJak : 
Jen,s PaJak : 

II. Dan pemenksaan atau keterangan lain tersebut d,atas, perhttungan Jumlah yang masih harus d1bayar adalah sebaga, 

benkut . 

I. Dasar Pengenaan Rp . 

2. PaJak yang terhutang Rp -

3. Kred,t Pajilk 

a. Setoran yang dilakullan Rp . 
b. La,n-la,n Rp . 

c. Ouwrang l.ompensaSI kelebihan ketahun yang akan 

datang/hutang paJak Rp . 

d. Jumlah yang dapat d kred11kan ( a + b • c ) Rp 

'I. Jumlah kekurangan pembayaran pokok paJak ( 2 • 3d ) Rp 

s. Sani<SI Ad1T11111stras1 ~rupa ena.kan pasal n ayat 3) 
Rp 

6. Jumlah yang maSlh harus dabayar ( 'I + 5 ) Rn 

Oengan Huruf . 

l:!~Bt:IWAH; 

Harap penyett>ran d1lakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daer-ah (SSPO) 

Ternpat, Tanggal Bulan Tahun 

Jabatan Penandatangan 

Nama Jabal5!n Penanda!a!J9i!n 

NIP. (NIP Jabatan Penandatangan) 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERi AMALINDO 

Lenovo
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LAMPIRAN VII 
PERATURANBUPATIKABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 9 TAHUN 1-0tr 

TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
SARANG BURUNG WALET 

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SKPDN 

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Merdeka Km. 10 Ke!. Handayam Muha Kee. Talang Ubl Kabupate.n Penukal Abab Lematang 1hr 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL 

Nomor : Tanggal Penerbitan : 

Masa/Tahun PaJak : Tanggal Jatuh tempo : 

Nama WaJ1b Pajak : NPWPO : 

Alamat : NOPO : 

Nama Usaha : 
Alamat Usaha : 
Keterangan : 

I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemenntah Nomor 35 Tahun 2023 telah dllakukan pemenksaan at.au keterangan lain atai 

pelaksanaan kewa11ban : 

No Rekemng PaJak Jems Pajak DasarPengenaan(Rp) PaJalc Terhutang (Rp) 

Rp . Rp . 

Jumlah Rp . Rp . 

II. Dan pemenksaan atau keterangan lam tersebut d1atas, perhltungan 1umlah yang masih harus d1bayar adalah sebaga1 
benkut: 

1. Dasar Pengenaan Rp . 

2. Paiak yang terhutang Rp . 

3. Kred1t PaJak 

a. Kompensas1 kefet)jhan dan tahun sebelumnya Rp . 
b. Setoran yang d1lakukan Rp . 
C. Lam-lam Rp . 

d. Jumlah yang dapat d1kred1tlcan ( a + b + c ) Rp . 

4. Jumlah yang maslh harus d1bayar Ro . 

Dengan Huruf : 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Jabatan Penandatangan 

Na[N li!batsin ~i!OOsi!s!n9i!n 
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan) 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERI AMALINDO 

Lenovo
Typewritten text
         dto
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LAMPIRAN VIII 
PERATURANBUPATIKABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 9 TAHUN w-r.r 
TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
SARANG BURUNG WALET 

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR SKPDLB 

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG IUR 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

JI. Merdeka Km. 10 Kel. Handayam Muha Kee. Tatang Ub1 Kabupaten Penukat Abab Lematang lllr 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR 

Nomor 
Masa Pajak/Tahun Pajak 

Nama Waj1b PaJak 
Alamat 
Nama Usaha 
Alamat Usaha 

Keterangan 

Tanggal Penerbttan 

TiffJQ<JI .Janlt T eT4JO : 

NWPO 
I\OPO 

L Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemenntah Nomor 35 Tahun 2023 telah dJakukan pemenksaan atau keterangan lain 
atas pelaks.inaan kewa11ban 

Rekentng Pajak 

Jems Pajak 

II. Dan pemenksaan atau keterangan la,n tersebut diatas, perMungan jumlah yang masih harus d1bayar adalah sebaga, 

benkut : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Dasar Pengenaan 
Pajak yang terhutang 

Kred,t Paiak 
a. Setoran yang ddakukan 

b. La n•lain 
c. D1kurang1 kompensaSt keteb1han ketahun yang akan 

datang/ hutang paJak 

d Jumlah yang dapat d1kred1tkan ( a + b + c ) 

Jumlah kekurangan pembayaran pokolc paJak ( 2 • 3d ) 

SankSI Adm1mstraS1 
a. Bonga 
b. Kenatkan 
c. Jumlah SankSI Adm,mstrasi ( a + b ) 

Jumlah lebth bayar yang seharus.nya bdak terhutang 

Deogan Huruf : 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Tempat, Tanggal Bolan Tahun 

Jabatan Penandatangan 

Nama Jabatan Penandarangan 
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan) 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERi AMALINDO 

Lenovo
Typewritten text
        dto
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 9 TAHUN 1.,01.r 

TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
SARANG BURUNG WALET 

SUSUNAN DAN BENTUK FORMULIR STPD 

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG IUR 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 
,omor 

M.r.a/T ahun Pa 

Nam, Wa, b PclJ.l 
AJamat 
r ama UsJha 
Alama• ~ 
Kctcr J 

T .inggaJ Pl!llcrbtan 

Tangga' .l.ltuh Temi:,o : 

NOPO 

I Berdasar<ao pasal 73 Pcraturan Pcmcrontah Nornor 35 T.inun 20D tclah d lakukan pcmcnkS&YI .stau ~etcrang.,n laon a~ 

~ kt.-,;., b.in : 

II D.w• pcrlL ·..in d.m/atau pc:mc, ~n d.1at.is, pcrhcungan JU 

l PaJ.l Y.)O(J tid.ik at.iu lwrang d b.)y,11 

2 5an1r..., Adm.nwa ... 
., Ocnda P.bal 70 ..arena lldak mclalwk.ln 

pclapc,tan SPTPO 
b Bung.i P.ss.i 78 ayat (◄) ~r~ pJJJ 

terutang pada SKPO, SPPT, d.sn SPTPO 
;,ng atJU ti& diba),ar sc.-tcs.ih J,lluh 

tempo. 
c . Sunga Pasa' 78 a,,at (S) k . .111.'N SKPOKS, 

SKPOi<ST, Surat Krputu~ Pl,'r'V)(!luJan, 

Surc1t Kcputusan Pcmbat.wn, d.ln Putusan 
11.Jnd,ng ~ang hd.il.. at.)U kurang d,b.'lyar 
:.t.iclah jatutl tempo. 

<I Jumlah San AdminiW .)Si 

3. Jum!Jh y.i:,g m.}.., h.lrus dll>.lyar ( l + 2) 

PERHATIAN : 

Rp 

Rp 

Rp 

P.ij Tcrhuta.'¥) (Rp) 

Rp 

)umlJh Rp 

Rp 

R 

H.lrap l>Cf') :tor.in d<lalwi<iln <Sengan mcngguna n Surat Setoran PaJa OJcrah (SSPO) 

{Temp.,!, T4ng9JI &'111 TJhun) 

J.lb.)t.v, Pt.~ 

Ndll'\.l J.ib.lt.in Pt'rond.itangan 
,IP 1MP .J.Jb.1Un Pt iJfldJtdl'!}Jn) 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

HERi AMALINDO 
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